BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM               
 PEMBANGUNAN DAERAH
Untuk mencapai target indikator kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi menjadi sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas. Sedangkan untuk mendapatkan program-program prioritas yang tepat di setiap strategi, dibutuhkan arah kebijakan yang akan diimplementasikan dalam kebijakan umum. Program-program prioritas di masing-masing strategi, disebut program pembangunan daerah.
7.1.  Kebijakan Umum
Kebijakan umum bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan layanan pemerintahan daerah Provinsi Bali dengan arah kebijakan strategi yang digunakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang ditetapkan sebelumnya. Kebijakan umum ini selanjutnya akan menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Bab VI. Kebijakan Umum Daerah Provinsi Bali diuraikan sebagai berikut.
1. Pendidikan
1. Meningkatkan kualitas SDM lahir dan bathin dengan meningkatkan kualitas dan akses pendidikan melalui wajib belajar 12 tahun, serta meningkatkan penguasaan dan penerapan IPTEK.

2. Memantapkan paradigma baru pembangunan pendidikan yang bertumpu pada tiga pilar  utama, yakni: kemandirian dalam pengelolaan, akuntabilitas (accountability) dan jaminan mutu (quality assurance).
3. Mensinergikan pembangunan pendidikan yang mengacu pada 2 dimensi dasar, yakni: dimensi lokal yang menekankan pada keharusan untuk mengakomodir dan mengintegrasikan unsur-unsur akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi dan jaringan kerjasama; sementara dimensi global menuntut agar segala aktivitas didasari oleh aspek kompetitif, kualitas dan jaringan kerjasama.

4. Mengembangkan pembangunan pendidikan berbudaya sejalan dengan kekhasan yang dimiliki masyarakat Bali.
5. Mengupayakan untuk memperkokoh lembaga-lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dan memelihara kelestarian budaya yang adiluhung.

6. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan termasuk kualitas pengelolanya, serta memberikan perhatian khusus (bea sisiwa) kepada penduduk yang kurang mampu.
2. Kesehatan
1. Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. 

2. Meningkatkan intensitas upaya-upaya pencegahan untuk menurunkan angka kematian bayi, angka kematian balita dan angka kematian ibu.

3. Meningkatkan upaya pencarian (case finding) anak balita dengan gizi buruk dan gizi kurang.

4. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit menular terutama HIV/AIDS, TBC, demam dengue, TBC dan rabies.

5. Meningkatkan pengamatan (surveilans) terhadap emerging diseases seperti avian influenza, SARS, dan lain-lainnya.

6. Mengembangkan kesehatan wisata (travel health) dalam hal pencegahan penyakit pada wisatawan dan pelayanan kesehatan bagi wisatawan yang sakit.

7. Meningkatkan upaya-upaya pencegahan primer (edukasi dan regulasi), sekunder (deteksi dini dan pengobatan tepat) maupun pencegahan tersier (pembatasan ketidak mampuan dan rehabiltasi) penyakit-penyakit degeneratif.

8. Meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

9. Meningkatkan jumlah, mutu dan penyebaran tenaga serta sarana dan prasarana kesehatan.
10. Meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak dalam kesehatan.
11. Memantapkan pelaksaaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) terutama dalam masa transisi dengan Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.

12. Meningkatkan ruang rawat inap kelas III di rumah sakit.

3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Melaksanakan upaya-upaya advokasi agar perempuan Bali bisa mendapat hak warisan serta hak “saling tegen”.

2. Melaksanakan upaya-upaya advokasi untuk mengurangi stigma dan diskrimininasi pada perempuan Bali yang “kawin nyerod”.

3. Meningkatkan kualitas perempuan agar bisa bersaing di posisi atas dalam bidang pemerintahan dan politik (kursi DPR/DPRD). 

4. Meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan yang berbasis kemandirian berusaha.

5. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap anak melalui pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perdagangan perempuan dan anak.

4. Kebudayaan
1. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

2. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pakraman, banjar dan berbagai sekaa.

3. Meningkatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang rasa, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila.
4. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas pelestarian nilai-nilai budaya dan apresiasi terhadap kearifan budaya lokal dalam kehidupan bermasyarakat.

5. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian dan pengembangan kebudayaan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

5. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
1. Mengupayakan peningkatan kecerdasan dan kedewasaan masyarakat dalam berpolitik melalui pendidikan politik yang teratur dan berkesinambungan serta kerjasama dengan lembaga pendidikan, LSM, media massa dan partai politik.
2. Meningkatkan dan memantapkan koordinasi dengan DPRD, kepolisian, kejaksaan, TNI, lembaga tradisional, LSM dan masyarakat luas, dalam hal pembuatan, pelaksanaan tertib hukum, yang dapat meningkatkan citra dan wibawa pemerintah dan pengawasan produk-produk hukum agar benar-benar aspiratif. 

3. Menguatkan fungsi lembaga tradisional Bali yang ada dengan mengedepankan kemandirian, sikap toleransi dan tenggang ras, kepedulian sosial, saling hormat menghormati dan meningkatkan rasa kekeluargaan serta persaudaraan dalam konteks NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila.

4. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa.
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat berkaitan dengan heterogenitas etnis dan agama di Indonesia dan Bali khususnya, sehingga tidak terjebak dan dimanfaatkan sebagai pilar-pilar untuk menyangga kepentingan politik aliran ataupun sektaran.  Sangatlah berbahaya apabila agama telah terjatuh sebagai pilar mobilitas kelompok dengan menghalalkan cara-cara yang anti demokrasi.

6. Mengembangkan sistem keamanan yang berstandar internasional dengan sarana dan prasarana yang memadai, terukur dan dikelola secara profesional.
6. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Mewujudkan kehidupan politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari masyarakat luas, serta mampu memberikan pelayanan prima, sejalan dengan prinsip clean government dan good governance.

2. Meningkatkan profesionalisme aparat pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota sampai pada tingkat provinsi melalui pendidikan, pelatihan dan koordinasi yang lebih baik guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah, dengan didukung oleh perencanaan yang matang dan kerjasama saling menguntungkan antar daerah.

4. Memantapkan penegakan hukum dalam rangka menciptakan kepastian hukum dan menegakkan supremasi hukum dalam pembangunan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, untuk menciptakan rasa aman dan damai lahir bathin.
5. Melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga adat sejak awal, berkaitan dangan pembuatan ataupun sosialisasi produk-produk hukum.

6. Meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme aparat penegak hukum dan juga senantiasa melakukan komunikasi dengan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran hukumnya.

7. Meningkatkan pemberian bantuan ataupun penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana bagi aparat penegak hukum dan keamanan, serta memberikan rangsangan kepada aparat yang berprestasi.

8. Mewujudkan ketentraman, kedamaian, kenyamanan dan kerukunan hidup bermasyarakat dalam kemajemukan, serta meminimalkan dampak patologi sosial, dengan mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga tradisional penunjang kebudayaan daerah, seperti: desa pekraman, banjar dan berbagai sekaa.

9. Mewujudkan penyelesaian kasus sosial dan adat di Bali secara damai.

10. Meningkatkan kualitas aparatur, meningkatkan kesadaran partisipasi masyarakat, membuat perencanaan pembangunan yang aspiratif, serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar berbagai sektor.

11. Mengupayakan efektivitas dan efisiensi, serta transparansi dalam penggalian dan pengelolaan sumber-sumber dana bagi penyelenggara pemerintah daerah.
7. Komunikasi dan Informatika
1. Mengupayakan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang berbasis teknologi informasi/komputerisasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan akurasi data sebagai sumber informasi dalam pembuatan kebijakan.
2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas komunikasi, informasi serta kerja sama dengan media massa dalam rangka memperkokoh watak dan jati diri masyarakat Bali sebagai satu kesatuan budaya nasional.
3. Memantapkan sistem penyiaran yang berkeadilan, bermartabat dan bermanfaat guna mewujudkan program siaran yang sehat, cerdas dan berkualitas untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan bangsa, persatuan kesatuan serta mengamalkan nilai-nilai dan budaya Indonesia. 

8. Perpustakaan
1. Meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama di daerah pedesaan dan daerah terpencil.
9. Statistik
1. Meningkatkan kualitas data pendukung perencanaan daerah.
10. Kearsipan
1. Meningkatkan kinerja pengelolaan kearsipan daerah.
11. Pemuda dan Olah Raga
1. Meningkatkan kontribusi pemuda dan lembaga kepemudaan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Meningkatkan prestasi olah raga Bali di tingkat nasional dan internasional.

3. Meningkatkan apresiasi terhadap pengembangan olah raga tradisional.
12. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Menata dan menyelenggarakan sistem administrasi kependudukan secara menyeluruh.
13. Penataan Ruang

1. Menerapkan dan mengawasi tata ruang secara ketat.

2. Meningkatkan profesionalisme aparat dalam penataan ruang, karena banyaknya kepentingan yang terkait, sehingga proporsi pemanfaatan ruang optimal dan kelestarian manfaat berkelanjutan dalam keseimbangan dinamika perubahan.

3. Pembentukan tim pembina dan pengendali tata ruang yang kompeten, proporsional dan profesional, yang mampu menyusun dan menetapkan regulasi-regulasi yang ramah lingkungan.

4. Penyesuaian tata ruang dengan menetapkan dan mensosialisasikan peraturan/perda tata ruang dan peruntukannya. Didukung dengan kesungguhan operasional pengendalian dan menindak pelanggaran tata ruang.

5. Mengamankan kelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang.

6. Mengkaji dan mempertegas kembali Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), guna memayungi kebijakan kabupaten/kota dan mencegah kesemrawutan dan tumpang tindih, disertai dengan konsistensi dari aparat dalam implementasinya.
14. Perencanaan Pembangunan
1. Penataan persebaran dan mobilitas penduduk antar kota/kabupaten serta antara desa dan kota secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan wilayah, serta pembukaan kawasan-kawasan industri terpadu (terutama bidang pertanian dan kerajinan) yang akan lebih banyak menampung tenaga kerja. 

2. Menyelaraskan konsep program dengan instansi terkait, dalam tata ruang dan lingkungan hidup menyangkut: pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pengendalian lingkungan, kehutanan, perkebunan, peternakan, pertanian, kelautan, ke-PU-an (pengairan, bina marga, cipta karya), pertambangan, serta penelitian dan pengembangan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

3. Meningkatkan daya saing penduduk Bali dan kerja sama antara provinsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional, dan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk sebagai akibat meningkatnya migrasi masuk.

15. Lingkungan Hidup
1. Mengoptimalisasikan potensi, keselarasan tatanan kehidupan modern, pelestarian panorama, nuansa ruang dan lingkungan alam, mengkreasi Bali lama/lama dalam kekinian, mengembangkan sistem budaya yang berorientasi kepada tatanan lingkungan hidup.

2. Pengembangan berbagai sarana dan prasarana lingkungan dan peningkatan kegiatan rehabilitasi lingkungan dalam rangka mempercepat pemulihan kondisi lingkungan yang mengalami degradasi.

3. Pengembangan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

4. Mengamankan pelestarian daerah tangkapan air, resapan air, daerah cadangan air, sempadan (jalan, sungai, jurang, pantai), daerah perlindungan jurang.

5. Melakukan rehabilitasi daerah kritis dalam berbagai aspeknya, pembangunan hutan kesejahteraan, hutan kota dan daerah terbuka hijau, reboisasi dan penghijauan, serta penanaman terumbu karang, budidaya kerang dan perikanan pantai, pengendalian pemanfaatan pantai dan laut.

6. Peningkatan pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam serta pelestarian panorama alam.

7. Memperkuat kelembagaan tradisional kemasyarakatan guna mengusung dan mengawal pelestarian lingkungan Bali, sesuai dengan dinamika dan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.

8. Peningkatan kesadaran, kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

9. Peningkatan ketaatan masyarakat terhadap lingkungan.

10. Mengembangkan kemitraan pengelolaan lingkungan dan pendidikan bermuatan lingkungan.

11. Peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup.
12. Peningkatan pengelolaan limbah/sampah padat dan cair.
13. Mewujudkan Bali Bersih dan Hijau (Clean and Green).
16. Penanggulangan Bencana

1. Meningkatkan upaya pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.
2. Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam PB.
3. Meningkatnya kapasitas respon keadaan darurat bencana.
4. Menyelenggarakan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana untuk pemulihan kondisi/normalisasi kehidupan masyarakat.
5. Mengembangkan sistem informasi kebencanaan yang handal.

17. Kehutanan
1. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS. 
2. Meningkatkan pemulihan dan fungsi kawasan hutan, perlindungan, konservasi alam serta pelestarian panorama alam.
3. Meningkatkan perlindungan dan keamanan hutan serta konservasi keanekaragaman hayati.
4. Memantapkan kawasan hutan dan mempercepat proses penyelesaian permasalahan konflik atas lahan dan hutan.
5. Mengembangkan aneka produksi hasil hutan, komoditi unggulan dan rintisan.
6. Meningkatkan kualitas aparatur kehutanan.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana kerja.
8. Meningkatkan sistem dan prosedur kerja.

18. Energi dan Sumberdaya Mineral
1.   Melindungi Bali sebagai pulau yang ”unik” sebuah pulau yang memiliki kelengkapan ciri geografis, namun tidak memiliki sumber daya alam bawah tanah yang memadai. Untuk itulah, diperlukan strategi protektif yang mampu menjaga kelestarian dan keberlanjutan pembangunan.

19. Ketenagakerjaan
1. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam Bali secara profesional dan berkelanjutan.
2. Menetapkan dan meningkatkan serta mengawasi pelaksanaan upah minimum kabupaten/kota agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi jumlah pengangguran.
3. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan dan perluasan lapangan kerja bagi masyarakat.
20. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
1. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.
2. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.

3. Memantapkan  pengembangan koperasi dan lembaga ekonomi kerakyatan lainnya, agar mampu mandiri dan memiliki kemanpuan bersaing lebih tinggi.
4. Mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi dengan meminimalisir resiko kredit modal kerja dan kredit investasi.
5. Peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM.

6. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) bagi UMKM.

21. Perdagangan
1. Peningkatan dukungan terhadap pengusaha lokal dan kemitraan pemasaran hasil industri kecil dan menengah.

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor.

3. Peningkatan dan pemerataan iklim investasi.
22. Industri
1. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berdaya saing tinggi, melalui berbagai usaha perbaikan mutu, desain dan akses pasar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi olahan terkini yang sesuai.
2. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh sehingga mampu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang mantap dan stabil, serta terwujudnya distribusi, komposisi yang berimbang, dan terwujudnya iklim berinvestasi yang sehat.

3. Mengembangkan sentra-sentra ekonomi kreatif.
4. Meningkatkan jumlah produk/design untuk mendapatkan HAKI.
23. Penanaman Modal
1. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menyederhanakan peraturan investasi, sehingga dapat menarik investor.
2. Mendorong investasi PMA dan PMDN yang berbudaya lokal.

3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata antar wilayah.

4. Peningkatan Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).
24. Pertanian
1. Peningkatan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam memperkokoh ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui optimalisasi pengelolaan sumber daya alam dan sdm Bali, penguatan kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan, teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Melakukan peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (Simantri).
3. Mengembangkan pertanian dalam arti luas, yang tangguh menuju kemandirian, sejahtra dan keadilan.
4. Menetapkan kebijakan untuk memberikan insentif bagi petani dalam usaha meningkatkan produksi hasil pertanian, seperti: keringan pajak, subsidi pupuk, subsidi pakan ternak, subsidi benih dan bibit ternak, kemudahan kredit, terlebih lagi yang ada dalam jalur hijau atau kawasan wisata.
5. Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengembangan budidaya pertanian, disertai dengan pelatihan pemanfaatan kemajuan teknologi, termasuk pengembangan penanganan pasca panen, guna memberi nilai tambah terhadap hasil produksi pertanian.
6. Pengembangan komoditas andalan/unggulan pertanian.
7. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.
8. Peningkatan produktivitas dan produksi pertanian dalam arti luas.
9. Mensinergikan pembangunan pertanian dengan sektor pariwisata melalui program kerjasama kemitraan yang saling menguntungkan.
25. Ketahanan Pangan
1.  Meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian Bali terutama dalam perkokohan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahtraan petani melalui optimalisasi pengelolahan sumber daya alam dan SDM Bali, penguatan  kelembagaan, memperbaiki akses petani terhadap permodalan teknologi, pemasaran dan fasilitas penunjang lainnya.
26. Kelautan dan Perikanan
1. Mengembangkan  komoditas andalan, unggulan dan rintisan serta meningkatkan produktivitas dan produksi perikanan.

2. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya ikan serta ekosistem perairan, pesisir dan daratan.

3. Meningkatkan lapangan kerja, ekspor, konsumsi ikan perkapita dan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatakan kerja sama penelitian dan pengelolaan potensi laut, dengan menyediakan fasilitas sarana dan prasaranai yang memadai.

5. Mewujudkan ekonomi kerakyatan yang tangguh.
27. Pertanahan
1. Mewujudkan tata kelola pertanahan daerah yang tertib dan akuntabel.
28. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1. Mengembangkan ”pariwisata kerakyatan” yang dapat memberikan efek ganda (multiplier effect) bagi sebagian besar masyarakat lokal Bali.

2. Perbaikan infrastuktur penunjang pariwisata, menjaga lingkungan alam secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, serta dengan lebih mengutamakan quality tourism.
3. Menggali dan menemukan gagasan baru atau inovasi agar terjadi penemuan kembali aktivitas kehidupan pariwisata, sehingga terhindar dari stagnasi dan penurunan drastis atau decline kegiatan pariwisata.

4. Melakukan demokratisasi usaha pariwisata, dalam rangka lebih memberdayakan masyarakat lokal, seperti: memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal melalui koperasi untuk mengelola usaha perhotelan, atau ikut membeli saham sebagai penyertaan modal dalam pengelolaannya.

5. Mewujudkan kualitas pariwisata budaya terpadu, yang berbasis pada masyarakat, serta peningkatan penghasilan yang dirasakan langsung oleh sebagian besar masyarakat Bali.

6. Mewujudkan suasana dan kondisi yang kondusif bagi perkembangan industri pariwisata Bali yang didukung oleh bersinerginya berbagai komponen pariwisata.

7. Meningkatkan kuantitas maupun kualitas sarana dan prasarana pemeliharaan obyek baik keaslian maupun kebersihannya, menjaga kelestarian dan keamanannya, memberdayakan dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat sekitar obyek wisata sebagai penyangga utamanya.

8. Memberikan perlindungan dan insentif khusus kepada lembaga, perorangan, pelaku pariwisata yang benar-benar  mengabdikan dirinya pada pelestarian budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.

9. Pengembangan kepariwisataan yang berkualitas dan berkelanjutan guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
10. Melakukan peningkatan pengelolaan destinasi, pemasaran dan SDM pariwisata.
11. Meningkatkan pengembangan ekonomi kreatif.
12. Meningkatkan kontribusi dunia pariwisata terhadap pelestarian budaya.

29. Pekerjaaan Umum
1. Mengembangan infrastruktur dan prasarana/sarana publik yang memadai, terutama pada wilayah Bali Utara, Barat dan Timur guna memperluas dan mendistribusikan pusat pertumbuhan ekonomi (sentra-sentra ekonomi) agar terjadi keseimbangan antara daerah Bali bagian Selatan, Tengah, Timur dan Utara.

2. Mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan sumber daya air dalam memenuhi hajat hidup masyarakat.
3. Mengembangkan prasarana dan sarana penyediaan air minum dan sanitasi dalam meningkatkan akses terhadap penyediaan air bersih dan pelayanan sanitasi bagi masyarakat.
4. Mengembangkan dan meningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
5. Meningkatkan/mengembangkan kualitas penyedia jasa konstruksi.
30. Perhubungan
1. Pengembangan dan preservasi jaringan jalan dan jembatan dalam mendukung aktivitas pengguna jalan.
2. Peningkatan perilaku pengguna jalan yang berkeselamatan serta peningkatan kendaraan yang berkeselamatan dalam rangka menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.
3. Revitalisasi angkutan umum, penyediaan angkutan umum yang berkualitas khususnya di daerah perkotaan dalam mengurangi kemacetan.
4. Optimalisasi Manajemen rekayasa lalu lintas dan penyediaan serta pemeliharaan fasilitas keselamatan di jalan raya dalam mengoptimalkan penggunaan jaringan jalan dan pergerakan lalu lintas untuk menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pembangunan/pengembangan/peningkatan prasarana dan fasilitas perhubungan dalam  mendukung keseimbangan dan konektivitas wilayah.
6. Penataan jaringan transportasi darat, laut dan udara antar kabupaten/kota.
31. Perumahan
1. Mengembangkan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman dengan mengefisienkan penggunaan lahan sesuai rencana tata ruang dan tetap mengacu peraturan daerah tentang ketinggian bangunan serta keselarasan dengan daya dukung lingkungan.
32. Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Menggiatkan empowering yakni ”memotivasi” warga masyarakat untuk sadar akan masalah yang dihadapi, sadar akan potensi yang dimiliki untuk memecahkan masalah tersebut, mampu melihat alternatif yang dapat diambil serta mampu memutuskan alternatif mana (dari yang tersedia) yang paling mungkin dan paling menguntungkan untuk diambil.
2. Meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan melalui Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu).
3. Mendorong dan membangkitkan potensi yang dimiliki keluarga dan masyarakat serta penguatan kelembagaannya.

4. Membuka berbagai peluang kemajuan ekonomi masyarakat.
5. Meningkatkan prasarana dan sarana, pendayagunaan teknologi tepat guna serta pemantapan keterpaduan pembangunan.
6. Meningkatkan peran pemerintahan desa dan kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat.
33. Ketransmigrasian
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Bali.
34. Keluarga Berencana, Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
1. Pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas. 

2. Meningkatkan current use (prevalensi) dan intensitas program keluarga berencana terutama dalam hal pengembangan layanan kontrasepsi jangka panjang (IUD, tubektomi dan vasektomi). 
3. Peningkatan akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) muda yang memiliki 2 anak, PUS dari keluarga miskin, PUS di wilayah kumuh, PUS di wilayah padat penduduk pendatang.
4. Penguatan kapasitas kelembagaan dan program kependudukan dan KB di kabupaten/kota dan Provinsi.
35. Sosial
1. Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perseorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat, sehingga dapat menjalankan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Penggalian dan peningkatan potensi serta sumber kehidupan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Melakukan peningkatan Pembangunan Rumah Layak Huni (Bedah Rumah).
4. Melakukan penanganan yang lebih intensif terhadap penduduk miskin dan Penyandang Masalah Sosial.
5. Meningkatkan upaya pemberdayaan fakir miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

7.2.  Program Pembangunan Daerah
Program pembangunan daerah adalah program prioritas untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Program pembangunan daerah dibuat berdasarkan kebijakan umum, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. 

Program pembangunan daerah ini terdiri 2 (dua) program prioritas, yaitu; (1) program prioritas utama dan (2) program prioritas kedua. 

Program prioritas utama merupakan suatu kebijakan program yang berpengaruh sangat besar dalam mencapai sasaran visi dan misi Kepala daerah Provinsi Bali dan amanat/kebijakan nasional, yang terdiri dari program unggulan Kepala Daerah dan program-program  prioritas lainnya sesuai tupoksi dari SKPD di Provinsi Bali.
Sedangkan program prioritas kedua merupakan program prioritas dalam menunjang urusan pelayanan pemerintahan dari masing-masing SKPD di Provinsi Bali. Program prioritas kedua ini sangat berpengaruh dalam menunjang keberhasilan program prioritas utama.
Program pembangunan daerah Bali yang terdiri dari program prioritas utama, selanjutnya diuraikan berdasarkan bidang urusan layanan pemerintahan daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut.
1. Pendidikan
1.  Program Pendidikan Anak Usia Dini
2.  Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

3.  Program Pendidikan Menengah 12 Tahun

4.  Program Pendidikan Non Formal

5.  Program Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus
6.   Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

7.   Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

8.   Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

9.   Program Beasiswa Siswa Miskin (SD, SMP, SMA, PT)
10. Program Penggunaan Bahasa dan Sastra Indonesia  yang Benar

11. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
12. Program Peningkatan Tenaga Kerja
13. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
14. Upacara Nasional dan Keagamaan
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2. Kesehatan
1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2. Program Pengawasan Obat dan Makanan

3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

6. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

7. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular Lainnya

8. Program Penanggulangan HIV/AIDS

9. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular

10. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

11. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

12. Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (Kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara)

13. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

14. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

15. Program Kesehatan Wisata (Travel Health)

16. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan pada BLUD

17. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 

18. Program Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
19. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Kesehatan 
20. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru

21. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya
22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
24. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Pekerjaan Umum
1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

3. Program Pengembangan Jalan dan Jembatan

4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

5. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

6. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

7. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

8. Program Perencanaan dan Pengawasan Bidang Cipta Karya

9. Program Pengendalian Banjir / Abrasi

10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
15. Program Pendayagunaan Pengelolaan dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an
16. Program Kehumasan ke PU-an
17. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
18. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Perumahan
1. Program Penataan Bangunan

2. Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman

3. Program Pengembangan Rumah Layak Huni

4. Program Peningkatan Sanitasi Lingkungan
5. Penataan Ruang
1. Program Perencanaan Tata Ruang

2. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
6. Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Program Kerjasama Pembangunan

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Program Perencanaan Sosial dan Budaya

4. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

5. Program Pemberdayaan Pembangunan Perdesaan

6. Program Perencanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi

7. Program Peningkatan Pertanian dan Kelautan

8. Program Perencanaan Desentralisasi Asimetris

9. Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa)

10. Program Pengembangan Dan Penelitian IPTEKS

11. Program Perencanaan Ketataprajaan

12. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
7. Perhubungan
1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

3. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
5. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
6. Program Pengembangan Aksesibilitas
7. Program Strategis Pengkajian dan Pengembangan Bidang Perhubungan
8. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

9. Program Perencanaan Pengembangan Jaringan Prasarana dan Jaringan Pelayanan Transportasi
10. Program Trans Sarbagita (Peningkatan Pelayanan Angkutan)
11. Program Peningkatan Perilaku Pengguna Jalan yang Berkeselamatan (Inpres 4 Tahun 2013)
12. Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
13. Program Perencanaan Makro Bidang Perhubungan dalam Kawasan Hutan
14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
15. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8. Lingkungan Hidup
1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

3. Program Pemanfaatan Ruang

4. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut

5. Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Penegakan Hukum dalam Pelestarian Lingkungan Hidup

6. Program Pengembangan Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

7. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

8. Program Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Pertanahan
1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
10. Kependudukan dan Catatan Sipil
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

4. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
7. Program Penguatan Lembaga Masyarakat
8. Program Kajian Strategis Tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9. Program Penguatan Kelembagaan
12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Program Keluarga Berencana

2. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
13. Sosial
1. Program Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

2. Program  Rehabilitasi  Sosial

3. Program Pembinaan Anak Terlantar
4. Program Bedah Rumah dan Pengembangan Sarana Dasar Perumahan dan Permukiman 

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

6. Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan

7. Program Perlindungan Sosial
8. Program Pengembangan Potensi dan Peran Serta Masyarakat
9. Program Koordinasi dan Pelayanan UKS
10. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesos 
11. Program Jaminan Kesejahteraan Sosial
12. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
14. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Program Pendayagunaan, Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan
16. Program Pengkajian dan Pengembangan Pembangunan Kesos
14. Ketenagakerjaan
1. Program Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
2. Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas
3. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja 
4. Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan
5. Program Pembangunan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15. Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1. Program Penciptaan Iklim Usaha-usaha Mikro Kecil Menengah yang Kondusif

2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah

3. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah

4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
6. Program Pengembangan Aksesibilitas Kepariwisataan, Industri Perdagangan, Perhubungan dan Telekomunikasi serta MP3EI

7. Program Gerakan Interpreneurship (Kewirausahaan) dan Daya Saing Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi

8. Program Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida)
9. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
10. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
16. Penanaman Modal
1. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

3. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

4. Program Pengkajian dan Perencanaan Penanaman Modal

5. Program Mengendalikan Pelaksanaan Penanaman Modal

6. Program Mengkoordinasikan dan Mendorong Peran Swasta dalam Pembangunan

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
10. Program Publikasi melalui Media Cetak / Elektronik
17. Kebudayaan
1. Program Pengembangan Nilai Budaya

2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

4. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
5. Program Pendalaman Ajaran Agama

6. Program Peningkatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana

7. Program Penerangan Bimbingan dan Kerukunan Hidup Beragama

8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
11. Program Kebudayaan Tingkat Nasional
18. Kepemudaan dan Olah Raga
1. Program Pemuda dan Olahraga

2. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
4. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
19. Kesatuan Bangsa dan Politik
1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

4. Program Peningkatan Kesadaran Bela Negara

5. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
20. Penanggulangan Bencana Daerah
1. Program Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan

2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana

4. Program  Pengembangan Sistem Informasi Bencana

5. Program Penanganan Darurat Bencana, Peralatan dan Logistik Kebencanaan

6. Program Pemulihan Pasca Bencana

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
21. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
2. Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan

3. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

5. Program Pengembangan Produk Hukum

6. Program Bantuan Hukum

7. Program Penegakan Hukum dan HAM

8. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

9. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

10. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
11. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

12. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

14. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

15. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

16. Program Penegakan Hukum dan Ham

17. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

18. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

19. Program Pengembangan Otonomi Daerah

20. Program Pengendalian Pembangunan

21. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
22. Program Pendayagunaan Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan  Pengawasan

23. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
24. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
25. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26. Program Upacara Nasional dan Keagamaan
27. Program Keprotokolan
28. Program Pengelolaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
29. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
30. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
31. Program Pembinaan Kekuatan Masyarakat
32. Program Pengembangan Data/Informasi Satuan Polisi Pamong Praja
33. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
34. Program Peningkatan Tenaga Kerja
35. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
36. Program Kesejahteraan Aparatur Pemerintah
37. Program Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan Bidang Kesra
38. Program Peningkatan dan Penyebarluasan Informasi
22. Ketahanan Pangan
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa

4. Program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu)

5. Program Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna (TTG)
6. Program Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan
7. Program Penyempurnaan dan Pengembangan Data Statistik
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
10. Program Peningkatan Tenaga Kerja
24.  Statistik
1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
25. Perpustakaan dan Kearsipan
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

2. Program Sistem Pengelolaan Kearsipan

3. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen Arsip Daerah
4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
26. Komunikasi dan Informasi
1. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa

2. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

3. Program Penguatan dan Peningkatan Fungsi Kelembagaan KPI/KPID Bali
4. Program Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

5. Program Peningkatan Penyebarluasan Informasi Melalui Seluruh Media

6. Program Peningkatan Profesionalisme dan Akuntabilitas Sumber Daya Manusia

7. Program Pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika

8. Program Peningkatan Keterbukaan Informasi Publik

9. Program Pelayanan Sarana Komunikasi

10. Program Pembinaan, Pengawasan dan/atau Penertiban di Bidang Perposan  dan Telekomunikasi

11. Program Koordinasi dalam Rangka Pembangunan Kewajiban Pelayanan Universal di Bidang Telekomunikasi

12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
27. Pertanian dan Perkebunan
1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
2. Program Peningkatan Sistem Pertanian Terintegrasi (SIMANTRI)

3. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

4. Program Pengembangan Agribisnis

5. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan
28. Peternakan
1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

3. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
29. Kelautan dan Perikanan
1. Program Pengembangan Wilayah Pesisir dan Laut

2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan

3. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

4. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6. Program Pelayanan dan Pengembangan Usaha Perikanan

7. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut

8. Program Pengembangan Perbenihan Perikanan
9. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Dinas Kelautan dan Perikanan
10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12. Program Kerjasama Antar Provinsi (MPU)
13. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
30. Kehutanan
1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

3. Program Pemantapan Potensi Sumber Daya Hutan
4. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

5. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan
6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Kehutanan
31. Energi dan Sumberdaya Mineral
1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Bidang Pertambangan Umum
2. Program Peningkatan Efektivitas Pengelolaan, Konservasi dan Rehabilitasi Sumber Daya Alam
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Umum

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha Ketenagalistrikan, Usaha Energi Terbarukan dan Konservasi Energi
5. Program Pendayagunaan, Perencanaan, Pengelolaan, dan Pelaksanaan Pengawasan ke PU-an
32. Pariwisata
1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
3. Program Pengembangan Pariwisata di Kawasan Strategis Provinsi

4. Program Pengembangan Kemitraan

5. Program Pengembangan Jasa Pariwisata

6. Program Pengembangan dan Pengelolaan Produk Wisata

7. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
33. Perindustrian
1. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja 

dan Keuangan
5. Program Peningkatan Kualitas dan Penyebarluasan Informasi
6. Program MPU se-Indag
34. Perdagangan
1. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

3. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

4. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

35. Transmigrasi
1. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
Keterkaitan antara kebijakan umum dan program pembangunan dengan sasaran yang ingin dicapai serta strategi dan arah kebijakan yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 7.1 tentang Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah.
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